Kepala Desa Kolam Kanan Gugat Sejumlah Pejabat di Barito Kuala
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Pemantauan persidangan selalu dilakukan Komisi Yudisial (KY) Penghubung Kalsel,
di seluruh pengadilan di Kalimantan Selatan terlebih persidangan yang menjadi perhatian
publik. Asisten KY Penghubung Kalsel Bidang Pemantauan dan Pengawasan Hakim
(Waskim), Muhammad Arief mengatakan, bahwa pihaknya terus bekerja sesuai dengan
kewenangan, selain pemantauan sidang, pihaknya juga memiliki kewenangan untuk
menerima laporan atau pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran kode etik dan
pedoman perilaku hakim (KEPPH). “Kami juga siap menerima laporan atau permohonan
dari masyarakat terkait pemantauan untuk pencegahan pelanggaran KEPPH,” ucapnya, Senin
(10/7/2023).

Meski tak menyebutkan secara rinci, Arif memastikan bahwa KY Kalsel tentunya
akan selalu memantau perkara-perkara yang menyita perhatian publik, “Persidangan yang
mendapat perhatian publik secara luas menjadi salah satu prioritas dalam pemantauan. Tapi
tak boleh kami beberkan ke publik,” imbuhnya.

Diketahui, salah satu perkara yang saat ini menjadi perhatian publik, yakni gugatan
perdata Kades Kolam Kanan, Wanaraya, Batola, Endang Sudrajat di Pengadilan Negeri
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Marabahan terhadap sejumlah pejabat di Batola, yakni Kepala Inspektorat Kadis DPMD
hingga Asisten Bidang Pemerintahan.

Melalui LBH Borneo Law Firm (BLF) Sudrajat menggugat ganti rugi sebesar Rp15
Miliar, dimana rencananya putusannya bakal dibacakan majelis hakim PN Marabahan Rabu
(12/7/2023) mendatang. Sudrajat melayangkan gugatannya di PN Marabahan pada Oktober
2022 lalu, dengan nomor register 16/Pdt.G/2022/PN Mrh dengan klasifikasi perbuatan
melawan hukum.

Gugatan itu dilayangkan usai tiga kali dimediasi oleh hakim mediator, Desak Made
Winda Riyanthi berujung deadlock, hingga akhirnya sidang perdana dihelat PN Marabahan.
Dalam perkara ini, penggugat melalui kuasa hukumnya, Borneo Law Firm (BLF) Muhamad
Pazri dan kawan-kawan, mengajukan gugatan dengan nilai sengketa Rp 16,7 miliar lebih.

Tergugatnya adalah Kepala Inspektorat Batola Ismed Zulfikar, Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Batola Moch Aziz Cholil serta
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Batola, Suyud Sugiono sebagai tergugat
I, 11 dan 11 diwakili Bilham, Raudatun Nadiah dan Khairunnisa.

Pembacaan gugatan dari penggugat digelar PN Marabahan pada Rabu (30/11/2022),
di Ruang Sidang Cakra dihadiri pihak penggugat dan tergugat di hadapan majelis hakim.
Ketika itu kuasa hukum penggugat, Muhamad Pazri mengungkapkan gugatan kliennya
terhadap Pemkab Batola berawal dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang telah merugikan
Kepala Desa Kolam Kanan. “Akibat perbuatan para tergugat ini, klien kami merasa
dirugikan. Makanya, pihak Inspektorat Pemkab Batola dan lainnya telah melakukan
perbuatan melawan hukum,” ucap Pazri.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemkab Batola diungkapkan Pazri seperti
menahan dan menghambat pencairan dana desa, sehingga turut menghambat pembangunan
di desa yang dipimpin kliennya. Kemudian, perbuatan Pemkab Batola juga turut merusak
reputasi Sudrajad selaku Kades Kolam Kanan. Doktor hukum lulusan Unissula Semarang ini
mengungkapkan nilai gugatan Rpl16,7 miliar lebih itu dihitung berdasar total kerugian
materiil Rp 500 juta, tiga kali surat perjanjian kerja BUMDes sejak Februari-Juni mencapai
Rp 1.455.866.250. Sehingga total kerugian materiil mencapai Rp 15.057.66.500.

“Perbuatan para tergugat ini juga telah merusak reputasi kepala desa dan Pemdes
Kolam Kanan tidak dapat membayar angsuran-angsuran desa dan uang kades Rp
1.197.000.000. Kerugian juga dihitung dari sikap dan keputusan para tergugat yang tidak
cermat. Ini juga bagian dari kerugian immateriil yang ditanggung klien kami,” paparnya.
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Pazri menilai keputusan para tergugat tidak cermat karena mengakomodir mosi tidak
percaya yang telah melanggar Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2021. Hal
ini mengakibatkan kerusakan jalan desa yang dibangun dari dana desa dan dana swasta tahun
2015-2021. “Rusaknya jalan aset desa untuk mengangkut buah sawit yang dipergunakan oleh
penanggungjawab mosi sebesar Rp 450 juta,” tutur Pazri.

Sementara itu, Kabag Hukum Setdakab Batola Bilham membantah semua dalil yang
diajukan penggugat bahwa pihaknya sudah memenuhi ketentuan yang berlaku berdasar
peraturan perundang-undangan. “Mediasi yang dilakukan hakim PN Marabahan memang
belum ada titik temu. Makanya, sidang dilanjutkan pada materi gugatan,” ucap Bilham.

Menurut dia, Pemkab Batola telah bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP),
termasuk materi gugatan itu akan disampaikan ke pimpinan daerah (maksudnya Pj Bupati
Batola). Terpisah, Kades Kolam Kanan Endang Sudrajat membenarkan gugatan perdata
diajukan pihaknya melalui BLF di PN Marabahan. Menurut Endang, perbuatan para tergugat
telah melanggar hukum, menggangu pembangunan di desa dan merusak nama baiknya.
Gugatan yang kami ajukan melalui PN Marabahan Rp 16,7 miliar lebih, termasuk sita aset
Kantor Inspektorat dan Dinas PMD Kabupaten Batola.

“Mediasi atau upaya perdamaian sudah kita lakukan, namun belum ada hasilnya juga
Spk dengan pihak swasta sebesar 1,3M 1 bulan, BUMDES Adil sejahtera mendapat
kepercayaan SPK dengan PT.ABS dengan nominal 1,3 Milyar lebih. Karena itu, sidang
dilanjutkan dengan pemeriksan pokok perkara di PN Marabahan,” tutupnya.

Pada sumber yang berebeda disampaikan bahwa untuk mengetahui sejauhmana
tahapan dan progres penyerapan Dana Desa, Komisi | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan monitoring pelaksanaan Dana
Desa ke Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Selasa,
11/07/2023.

Dipimpin Wakil Ketua Komisi | Siti Ayu Febria Roosani atau akrab disapa Tatum
mengatakan, monitoring Dana Desa ini untuk menggali informasi bagaimana tahapan dan
progres pelaksanaan Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Semangat Dalam beserta
jajarannya.

Diterangkannya, dari paparan Kepala Desa Semangat Dalam Norman diketahui
bahwa desa ini sudah memiliki BUMDes dengan membangun 5 kios dan lapak untuk
disewakan kepada pedagang pasar tradisional. “Dan Alhamdulillah, ini sudah berjalan
selama 6 bulan dengan penyertaan modal sebesar 50 juta,” ucap Srikandi Partai Gerindra.
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Selain itu, lanjut Tatum, Dana Desa juga dipergunakan untuk mendukung proses
pemekaran Desa Semangat Dalam menjadi 3 desa, Desa Semangat Luar, Desa Semangat
Tengah, dan Desa Semangat Dalam dengan jumlah penduduk mencapai lebih kurang 30 ribu
jiwa. “Jadi kita tunggu saja kapan penetapannya dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala”,
tuturnya.

Sebelumnya, Norman selaku Kepala Desa Semangat Dalam dalam paparannya, selain
menyampaikan progres Dana Desa, juga berharap bantuan dan dukungan Komisi | terkait
upaya untuk melakukan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang total nilainya
mencapai 453 juta, khususnya di kawasan komplek perumahan. Kendalanya, para developer
tidak mau membayarkan PBB. Sedangkan warga juga tidak mau bayar karena merasa itu jadi
tanggung jawab developer.

Sampai saat ini kami hanya mampu menarik kurang dari 20% dari total tagihan
tersebut. Hal ini berdampak ditolaknya usulan-usulan pembangunan Desa Semangat Dalam
kepada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, karena kami dianggap tidak mencapai target
penerimaan PBB. “Jadi kami mohon solusi dan bantuan dari Komisi I untuk menyelesaikan
masalah tagihan PBB ini. Dan berharap pihak developer mau membantu desa dan
membayarkan PBB,”,pinta Norman.

Sumber Berita

1. https://www.baritopost.co.id/kades-kolam-kanan-gugat-sejumlah-pejabat-di-barito-
kuala/, Kades Kolam Kanan Gugat Sejumlah Pejabat di Barito Kuala, (11/07/23)

2. https://dprdkalselprov.id/komisi-i-pantau-pelaksanaan-dana-desa-di-batola/, Komisi |
Pantau Pelaksanaan Dana Desa Di Batola, (11/07/23)

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara® dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 20202,

L https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016
2 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020
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Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa
adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6
Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut
dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana
Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2)
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4)
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu
perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat; dan
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7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1.
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1)
Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2)

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan

Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan

Rencana Kerja Pemerintah Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6

Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai

pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6

Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud

harus memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi masyarakat Desa berupa :

a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program
dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada
meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:

1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;



3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai
untuk menyediakan lapangan kerja;

4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang
menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;

5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).

d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan
program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6
Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud
antara lain :

a. hurufdangka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan
sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non
alam; dan

b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan
sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6
Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud
merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran
penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau
skala besar, paling sedikit berupa: a. Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19); dan

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6
Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa
BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional,
program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam untuk
mendukung pencapaian SDGs Desa.
Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak dasar, harkat dan martabat manusia;

2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa

tanpa membeda-bedakan;
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Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya
dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai
kemanusiaan universal;

Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk
keberlanjutan kehidupan manusia;

Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang
didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dengan tetap memperhatikan
kewenangan Desa; dan

Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya
berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan
pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinas.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, diprioritaskan
untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa
Pada Bab Il Pasal 5 menjelaskan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk
program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa yang meliputi:
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Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.



